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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN 
DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA 
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 

ABSTRAK :  - Bahwa ketentuan mengenai fasilitas kepabeanan dan/ a tau cukai serta perpajakan atas 
impor vaksin, bahan baku vaksin, dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, 
serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi un tuk penanganan pan demi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta 
Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan status faktual Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) telah diubah menjadi penyakit endemi di Indonesia berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta 
Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19). 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 
No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 
2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 
50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 
1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 10 Tahun 1995 
(LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 
1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 
(LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 
166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 134, TLN No. 6515); 
Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 
(BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 
141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas 
Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam 
rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1393), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2023 dan diundangkan 
pada tanggal 29 November 2023. 

 


